ASPEK PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
ATAS NAMA DOMAIN DI JARINGAN (INTERNET
I. PENDAHULUAN
Disadari ataupun tidak hampir seluruh aspek dan sendi kehidupan kita, termasuk urusan keseharian ibu rumah tangga, akademisi maupun industriawan termasuk urusan teknologi—baik teknologi sederhana maupun teknologi modern yang dapat diterapkan dalam bidang industri—, tidak dapat terlepas dari aspek bidang hak kekayaan intelektual (Intellectual property right) dalam berbagai bentuk perwujudan maupun aplikasinya. Berkat karya intelektual kini kita bersyukur dapat menulis dengan pulpen, tidak dengan bulu ayam dicelup tinta lagi, demikian pula zaman seterika pakai arang, diganti dengan seterika listrik, demikian juga menjahit tidak perlu dengan tangan secara manual, tetapi pakai mesin, bahkan tidak perlu menginjakkan kaki lagi, cukup dengan menekan tombol. 
Sehingga dapat dikatakan, bahwa sepanjang sejarah kehidupannya, manusia selalu menciptakan teknologi untuk keperluan dan memudahkan hidup manusia dari yang sebelumnya, dengan berbagai cara, termasuk dengan cara memadukan satu atau hasil gabungan teknologi dengan teknologi lainnya untuk melahirkan teknologi baru, seperti teknologi telekomunikasi dipadukan dengan komputer oleh ARPAnet (Advanced Reseach Projects Agency Network) pada tahun 1969, telah melahirkan teknologi informasi (information technology). 
Dengan teknologi informasi baik teknologi informasi berbasis riil (nyata) maupun virtual (maya), manusia dapat melakukan hampir semua aspek atau kegiatan kehidupan, misalnya teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, untuk penyebaran dan pencarian data, untuk kegiatan belajar mengajar, untuk melakukan transaksi bisnis, baik business to business (B to B) ataupun business to Consumer (B to C). 
Teknologi informasi yang mampu memberikan aneka manfaat tersebut dikenal dengan nama internet . Internet telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, karenanya internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan juga menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa internet sudah merupakan Integrated Services Digital Network (ISDN), karena aktivitas di media internet, merupakan aktivitas menjelajah ruang maya (cyberspace) , atau dunia jaringan (network; net) luas untuk mencari, mengirim maupun berkomunikasi dan atau bertransaksi data dan atau informasi tertulis maupun suara dan gambar.
Saat ini internet merupakan alat komunikasi terpopuler, berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati internet, dengan terjadinya peningkatan jumlah pemasangan website atau situs (alamat situs web) di internet, dengan berbagai macam tujuannya, baik untuk tujuan komersial maupun non komersial. Alamat situs web (domain name; nama domain) di internet, berfungsi sebagai media penghubung antara seseorang atau badan hukum yang memasang informasi dalam situs web internet dengan para pemakai jasa internet. 
Pemasangan alamat situs web (domain name; nama domain) di internet terus bertambah dari waktu ke waktu, bagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, maupun cybercrime. 
Perbuatan melawan hukum di internet, pada gilirannya membuka peluang terjadinya pelanggaran HKI baik bidang hak cipta, ataupun merek (trademark), maupun bidang hak kekayaan intelektual lainnya, dalam salah satu bentuknya berupa pelanggaran atau penyalahgunaan alamat situs web (domain name; nama domain) berupa cybersquatting, cyberpirate.
Di Indonesia, perkara cybersquatting, dapat dilihat pada kasus mustika-ratu.com, dimana PT.Mustika Ratu tidak dapat mendaftarkan mustika-ratu.com sebagai alamat websitenya, karena telah ada yang pihak lain, dalam hal ini Tjandra Sugiono, telah mendaftarkan mustika-ratu.com sebagai alamat websitenya. 
Sedangkan perkara cyberpirate dapat dilihat dalam perkara yang terjadi di Amerika Serikat antara Panavison Internasional,L.P. vs Toeppen dan yang terjadi di Hongkong dalam perkara Inter IKEA B.V. vs Cinet Information Co.Ltd. 
Oleh karenanya dibutuhkan adanya pengaturan hukum mengenai hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas di media internet, mengingat internet tersebut lintas batas (crossborder) dan bersifat maya (virtuil), tentunya hukum yang berkenaan dengan dunia maya (cyberspace) tersebut pendekatan, norma dan sistem hukumnya berbeda dengan sistem hukum dunia nyata (real world). Pengaturan mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia di Internet yang lazim dikenal dengan cyberlaw. 
Dengan demikian adalah menarik perhatian untuk mengelaborasi dan mengkaji lebih lanjut perlindungan HKI atas nama domain di jaringan internet pada umumnya, dikaitkan dengan rezim HKI .
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memilih judul “ASPEK PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS NAMA DOMAIN DI JARINGAN INTERNET”

III. TINJAUAN SINGKAT MENGENAI NAMA DOMAIN
A. Pengertian Nama Domain
Definisi yang baku mengenai nama domain belum ditemukan baik dalam peraturan perundang-undangan termasuk rancangan Undang-undang, maupun pendapat para ahli.
Salah satu peraturan perundang-undangan dalam bentuk regulasi, menyatakan bahwa nama domain adalah nama yang digunakan oleh suatu badan, baik swasta maupun pemerintah, ataupun perorangan sebagai identitasnya yang unik di internet. 
Sedangkan dalam rancangan undang-undang (RUU) PTI (RUU PTI) sebagai kaedah hukum yang bersifat constituendum dinyatakan bahwa nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet. 
Pengertian nama domain dalam regulasi dan RUU PTI lebih disempurnakan dan lebih komprehensif dalam RUU ITE, dinyatakan bahwa nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 
Pengertian yang terdapat dalam regulasi dan dua RUU tersebut, cukup panjang dan merupakan cerminan teknis hukum, oleh karenanya diperlu dikemukakan pengertian nama domain secara singkat yang dikemukakan oleh para ahli.
Seorang praktisi hukum dan juga praktisi hak kekayaan intelektual serta akademisi, mendefinisikan bahwa nama domain adalah nama suatu situs di internet (computer address). 
Lebih jauh menurut seorang praktisi teknologi informasi, peneliti dan akademisi, menyatakan bahwa nama domain dapat dianggap sebagai identitas di Internet. 

B. Sistem Pengalamatan Nama Domain
Sistem pengalamatan atau sistem pencatatan alamat dalam jaringan internet sebenarnya terdiri atas bagiab, yaitu: 
1. alamat internet protokol (IP Address) yang dipresentasikan dengan angka-angka ataupun penomoran dalam jaringan (contoh: 200.98.102.23); dan;
2. sistem pengalamatan nama domain (Domain names sistem atau DNS) atau sistem pencatatan nama domain, yang dipresentasikan dengan huruf atau angka (alphanumeric) agar lebih mudah untuk diingat oleh para pengguna terhadap IP address itu sendiri, secara teknis atau dikenal dengan alamat dengan sistem mnemonic.

Secara garis besar nama domain dibedakan dalam dua klasifikasi, yakni: 
1. Top Level Domain dengan menyebutkan nama negara atau berbasis teritory (Country Code Top Level Domain atau ccTLD) : .id (baca: dot id) untuk negara Indonesia; .fr (baca: dot fr) untuk Perancis; .jp (baca: dot jp) untuk Jepang; .uk (baca: dot uk) untuk Inggris dan lain sebagainya.
2. Top Level Domain yang bersifat umum tanpa menyebutkan nama negara (Generic Top Level Domain atau gTLD), yang dibedakan atas dua jenis lagi yakni:
a. yang bersifat open (contoh: .com, .org, .net) dan;
b. yang bersifat restrectid (contoh: .edu, .gov, .mil).

Untuk memudahkan pengoperasian nama domain tersebut, secara internasional telah dibuat singkatan generik (Generic Abbreviation) yang menunjukkan jenis kegiatan atau organisasi alamat yang memiliki domain tersebut, misalnya: 
.com : Commercial
.edu : Education Institution
.gov : Govermen Agencies
.org : Organization
.mil : Military
.net : Network

Pada tahun 1996 panitia Ad Hoc internasional/International Ad Hoc Committee (IAHC) yang melibatkan beberapa organisasi internasional, seperti masyarakat internet (ISOC), Internet Assigned Number Authority (IANA), Internet Architecture Board (IAB), Federal Networking Council (FNC), ITU, dan WIPO, telah berhasil membuat tujuh top level domain name baru, sebagai tambahan dari TLDs (Top Level Domain Name’s) yang sudah dikenal selama ini, yaitu: 
.firm – untuk bisnis dan firma;
.store – untuk bisnis menawarkan barang-barang untuk dijual;
.web – untuk badan-badan yang berhubungan dengan web;
.arts – Badan-badan yang bergerak di bidang budaya dan kegiatan hiburan;
.rec – untuk badan-badan yang bergerak di sektor rekreasi dan hiburan;
.info – untuk badan-badan yang menawarkan jasa informasi;
.nom – untuk badan-badan yang menginginkan nomenclature (tata nama) yang bersifat pribadi. 

Contoh nama domain fakultas hukum universitas Indonesia:
http://www.law.ui.ac.id/

Domain name dibaca dari kanan ke kiri yang menunjukkan tingkat spesifikasinya, dari yang paling umum ke yang paling khusus. Untuk contoh di atas, “.id” (baca: dot id) menunjuk kepada Indonesia sebagai geographical region, sedangkan “.ac” (baca: dot ac) artinya pendidikan sebagai TLD (Top-level Domain name) yang menjelaskan mengenai tujuan dari institusi tersebut. Elemen seIanjutnya adalah “.ui” (baca: dot ui) yang merupakan SLD (the Second-Level Domain name) yang dipilih oleh pendaftar domain name, sedangkan elemen yang terakhir “.law” (baca: dot law) adalah “subdomain” dari “.ui”. Gabungan antara SLD dan TLD dengan berbagai pilihan subdomain disebut “domain name”
Pada mulanya pengelolaan gTLD dilakukan oleh IANA (Internet Assigned Number Authority) yang kemudian mendelegasikan operasionalnya kepada Network Solutions, Inc. (NSI) atau InterNIC (the Internet Network Information Centre) berdasarkan kontrak dengan Yayasan Ilmu Pengetahuan Nasional (the National Science Foundation atau NSF Amerika). Saat ini pengelolaan gTLD dikoordinir oleh ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Number) dan beberapa registrar (yang terakreditasi oleh ICANN).
Sistem Pendaftaran nama domain dilakukan dengan menerapkan prinsip ‘first come first served’. Artinya, keberadaan suatu nama domain dalam internet baru ada jika ada seseorang atau suatu pihak yang mendaftark atau meminta nama domain (Registrant) terlebih dahulu kepada sistem. Biasanya untuk mengetahui apakah sebuah nama domain telah didaftarkan oleh pihak lain ataukah belum, pendaftar harus menghubungi organisasi pendaftar nama domain terlebih dahulu.
Untuk mendaftarkan sebuah nama domain melalui Network Solution, seseorang cukup membuka situs InterNIC dan mengisi sejumlah form, selanjutnya InterNIC akan memverifikasi mengenai hak pendaftar untuk memilih suatu nama tertentu, tetapi pendaftar harus menyetujui ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam “NSI’s domain name dispute resolution policy,” sehingga bilamana ada pihak sebagai telah memakai merek dagang yang sudah dikenal mengajukan klaim terhadap permohonan registrasi nama domain, maka NSI akan menangguhkan pemakaian sebuah nama domain yang diklaim tersebut. 

IV. ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS NAMA DOMAIN DI JARINGAN INTERNET
Berkenaan dengan nama domain dengan HKI masih timbul perdebatan. Setidaknya terdapat dua aliran, dimana yang satu menyatakan bahwa nama domain tidak termasuk rezim hak kekayaan intelektual. Tetapi disisi lain ada juga pandangan yang menyatakan bahwa nama domain termasuk rezim hak kekayaan intelektual, khususnya merek.
Nama domain bukan merupakan hak kekayaan intelektual, sehingga nama domain tidak dilindungi hukum sebagaimana hak kekayaan intelektual pada umumnya, khususnya seperti hak cipta, paten dan merek. 
Antara nama domain (domain name) dengan merek pada umumnya termasuk merek dagang (trademark), terdapat perbedaan sebagai berikut: 
Nama Domain Merek
• Nama domain bukan merupakan hak milik yang dilindungi, sebagai akibatnya, walaupun telah diberikan, nama domain masih tetap dapat dituntut.
• Sangat unik dan hanya bisa terdapat satu diseluruh dunia (tidak bisa ada nama domain yang persisi sama untuk dua subjek hukum yang berbeda).
• Lebih fleksibel dan bisa bersifat deskriptif
• hanyalah alamat komputer. • pemilik merek mendapat perlindungan perlindungan hukum atas merek tersebut.
• Merek yang sama dapat dimiliki oleh dua orang yang berbeda, sepanjang tidak melindungi jenis-jenis barang yang sama dalam satu kelas atau bukan karena berasal dari negara yang sama.
• harus memiliki daya pembeda yang membedakan merek tersebut untuk barang sejenis, yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda.
• dapat berperan sebagai indikasi asal suatu barang.
Lebih jauh nama domain (domain name) tidak sama dengan merek pada umumnya termasuk merek dagang (trademark), karena sangat berbeda konstruksi hukumnya ataupun nuansa hukum yang mendasarinya (legal sense), dengan uraian singkat sebagai berikut: 
Nama Domain Merek
• Eksistensinya berfungsi sebagai alamat dan nama sistem jaringan komputerisasi dan telekomunikasi.
• Lebih bersifat sebagai alamat yang diberikan oleh masyarakat hukum pengguna internet, daripada sebagai suatu properti.
• Asasnya adalah berlaku universal yakni “First Come First Served Basis”
• Tidak ada pemeriksaan substantif.
• Sepanjang tidak dapat dibuktikan beritikad tidak baik, perolehan nama domain bukanlah suatu tindakan yang melawan hukum. • Eksistensinya berfungsi sebagai daya pembeda dalam lingkup perindustrian dan perdagangan.
• Lebih bersifat sebagai properti karena merupakan kreasi intelektual manusia yang dimintakan haknya kepada negara untuk kepentingan industri dan perdagangan.
• Asasnya ada menganut “First to Filed” dan ada yang menganut “First to Used”
• Harus ada pemeriksaan subtantif.
• Sepanjang tidak diberikan lisensi oleh yang berhak, penggunaan merek merupakan pelanggaran.

Disisi lain adapula yang berpendirian bahwa nama domain tersebut mempunyai dan termasuk rezim hak kekayaan intelektual, khususnya merek. Karena nama domain dimaksudkan sebagai suatu yang mudah di ingat, dikenal dan dikaitkan dengan pemiliknya, maka nama domain bisa dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan fungsi dan tujuan merek. 
Penamaan domain berkaitan erat dengan nama perusahaan dan atau produk (servis) yang dimilikinya. 
Adakalanya suatu nama domain dapat dilindungi dengan hukum merek, karenanya nama domain menjadi kepemilikan dan merupakan salah satu bentuk atau bidang hak kekayaan intelektual. 
Praktisi HKI, JB Lumenta, mengemukakan bahwa sebetulnya untuk kasus domain name yang pendaftar (registrant) domain name maupun pemilik merek adalah sama-sama warga negara atau badan hukum Indonesia seperti kasus mustika-ratu.com, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek di bawah yurisdiksi Indonesia sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek berdasarkan pasal 76 serta tuntutan pidana berdasarkan pasal 90, dapat digunakan adalah sebagai berikut: 
1. bukti bahwa penggugat memiliki hak yang sah atas merek terkait, melalui pendaftaran atau pemakaian pertama. Tanggal pendaftaran atau pemakaian merek pertama ini harus lebih dulu dari tanggal efektif pendaftaran nama domain pihak registrant (Tergugat) tersebut.
2. nama domain tersebut memiliki persamaan keseluruhannya atau pada pokoknya (identical or confusingly similar) dengan merek Penggugat (pihak yang merasa dirugikan). 
3. pihak registrant (Tergugat) tidak cuma sekedar mendaftarkan nama domain tersebut, tetapi juga menggunakannya untuk memperdagangkan barang/jasa yang sejenis. Namun untuk merek terkenal, unsur persamaan jenis barang/jasa dapatlah dikesampingkan.
4. pihak registrant (Tergugat) telah mendaftarkan dan memakai nama domain dengan itikad buruk.

V. PENUTUP 

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa .....

Apabila nama domain akan dimasukan sebagai bagaian dari bidang dan rezim HKI, maka dalam perspektif teori utilitarian, peraturan perundang-undangan nasional suatu negara dan konvensi atau perjanjian internasional dalam bidang HKI pada umumnya, pengaturan nama domain khususnya, harus diciptakan untuk kebahagian masyarakat atau kebahagian dari bagian terbesar warga masyarakatnya.

Pengaturan nama domain dalam rezim hak kekayaan intelektual, khususnya dapat dimasukkan ke dalam bidang merek dagang, yang diatur dalam satu Peraturan Pemerintah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan maupun yang mengatur hal yang sama atau hampir sama, misalnya dengan RUU IE dimana di dalamnya perlu ketegasan mekanisme, lembaga dan hukum acara penyelesaian sengketa nama domain.

